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KATA PEi\GAIYTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas
dan lengkap tentang capaiankinerja yang disusun berdasarkan rencana ke{a yang ditetapkan
dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan pengukuran
kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi atau kegiatan manajemen yang
membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target
sebagaimana indikator kine{a yang ditetapkan.

Dengan maksud di atas rnaka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengandung unsur-unsur :

a. Relevansi, yaitu berisi informasi yang relevan dengan pencapaian kinerja.
b. Keakuratan, yaitu penyajian LKIP bebas dari kesalahan perhitungan.
c. Konsistensi, yaitu menyajikan infonnasi-informasi yang konsisten antara bagian sah

dengan bagian lainnya.
d. Varifiabilitas, yaitu informasi yang disajikan dalam LKIP dapat diverifikasi dan

ditelusuri dengan data pendahulu.

e. Agregasi, yaitu menyajikan informasi secara seimbang, lengkap, padatdan ringkas.
f Bahasa, susunan kalimat suatu struktur yang mudah dimengerti.
g" Tepat waktu, yaitu LKIP disampaikan tepat waklu sehingga dapat digunakan untuk

bahan pengambilan keputusan.

Penyusunan Laporan Kiner.la Instansi Pemerintah juga dimaksudkan untuk memberikan
gambaran kine{a SKPD selama 1 (satu) tahun be{alan terhadap pelaksanaan program dan
kinerja.

Atas segala upaya dan keterbatasan yang ada sehingga laporan kinerja SKPD ini dapat
tenvujud, tentunya tidak terlepas dari bantuan semua pihak. Oleh karena itu kami
mengucapkan terima kasih atas semua masukan dan partisipasinya baik itu rnateri maupun
imaterial. Mudah-mudahan dapatmemberikan manfaat yang besar untuk kita semua.

Palangka Raya, 01 Februari 20Ig
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MUITAMAD KATMA
Pembina Utama Muda
NrP. 19661022 t99308

F.DTRUN, SE., MM

1 001
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RINGTL{ SA N EKSEKU T TF,'

Laporan Kinerja lnstansi Pernerintah GKfP) merupakan perwujudan dari bentuk
akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayai kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggarannya Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan
kiner.la adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis
terhadap pengukuran kinerja.
Laporan Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 merupakan Laporan Kinerja
dari periode Renstra BKIJ Provinsi Kalimantan Tengah Tahr-rn 2016-2A21, sehingga di dalam
Laporan Kinerja ini rnenyajikan capalan kinerja tujuan selama masa periode Renstra serta
capaian kinerja sasaran strategis tahun 2018 dengan membandingkan kinerla tahun 2A17 .

A. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 20Ig
Berdasarkan penetapan kine{a tahun 2018, BKD Provinsi Kalirnantan Tengah
melaksanakan 5 Sasaran Strategis dengan 13 indikator keberhasilan, capaian kinerja rata-
ruta 5 sasaran strategis tersebut adalah 106,59 7o termasuk dalam kategori memuaskan.

1 Meningkatkan pelayanan prima di bidang qg,g,Z

kepegawaian

2 Meningkatkan sistem informasi

1

4

kepegawaian berbasis IT
Meningkatkan SDM
Meningkatkan pembinaan dan
pen gernbangan aparatur

5 Meningkatkan sarana dan prasarana

Rata-rata capaian Sasaran Strategis

Dalam 5 sasaran strategis tersebut, semua sasaran
optimal dengan nilai rata-rata diatas rc}% dengan

115,35

7A

84,82

180

106,59

capaian kinedanya telah ber-jalan secara
kategori memuaskan.

B. fipaya dalam Rangka Peningkatan Kinerja
Capaian sasaran strategis di atas merupakan capaian optimal dan memerlukan kinerja

yang lebih baik agar di masa yang akan datang dapat menjaga dan meningkatkan capaian
kinerja yang ada. Untuk itu diperlukan upaya-upaya agar dapat meningkatkan kinerja,
diantar any a dengan mengambil langkah -lan gkah sebagai beri kut .

1. Peningkatan Profesionalsirne Perilaku l(erja Aparatur pemerintah

Perilaku aparat pemerintah merupakan gambaran tentang apa saja yang menjadi
tindakan aparatur. Seorang aparat pada pelaksanaan kerjanya, perilaku kerja ini dapat
menggambarkan kinerja yang dimiliki oleh seorang aparatur pada bidang atau pada
bagian yang ditempatinya. Perilaku kerja aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas
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2.

dalam segala bidang terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan diukur dan
dinilai berdasarkan hasil keqa yang dicapai, oleh karena itu semuanya tergantung
pada moral yang dimiliki oleh masing-masing aparatur baik atasan maupun bawahan
apakah mereka mampu menjaga kemampuan kerja mereka dengan baik atau tidak.
Mewujudkan Fasilitas Kerja yang Memadai
Fasilitas kerja merupakan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas untuk
mancapai hasil yang efektif. Apabila fasilitas kerja pegawai dalam melaksanakan
tugas telah terpenuhi maka pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
Begitupun sebaliknya, bila fasiiitas kerja kurang memadai dapat menghambat
kelancaran pelaksanaan tugas.

Kemampuan Sumber Daya Aparatut juga dituntut untuk mampu menggunakan
fasilitas ke{a sebagai penunjang keberhasilan tugas dan pekerjaan daiam bidang
pemerintahan. Keahlial aparatur menggunakan fasilitas yang tersedia walaupun
belum memadai merupakan satu kemampuan dan satu keuntungan yang tersedia bagi
pegawai/aparatur.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan penunjang keberhasilan tugas
secara efesien yaitu kemampuan atau keahlian dan tersedianya fasilitas secara
rnemadai.

Peningkatan Disiplin Ke{a
Dispilin kerja merupakan hal penting dalam pelaksanaan tugas agar dapat berjalan
dengan baik dan efektif. Disiplin kerja menjadi tolak ukur keberhasilan dalam
pelaksanaan tugas, maka disiplin kerja pegawai perlu ditegakkan dalam kinerja
pegawai seperti datang ke kantor tepat waktu, meninggalkan kantor setelah jarn kerja
selesai, penyelesaian tugas-tugas yang diberikan tepat r,raktu dan lain sebagainya.
Apabila dilaksanakan dengan baik dan benar serta konsekuen pastilah pelaksanaan
tugas dapat be{alan efektif, tertib dan lancar.

J.

LAPORAN SADAIT KEPEGAWAIAN DAERA'I PROY'NSI KALIH!,ANIAII TENCAII TAHUH 2078 iii



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........... ........................ i
RINGKASAN EKSEKUTrF........... .............. ii
Daftar Isi............. ...... iv
Daftar Tabe1........ ....... v

Daftar Gambar .......... vi
BAB I PENDAHULUAN ........... 1

BAB II PERENCANAAN DAN KONTRAK KINERIA. ..........,..... 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERIA .....17

A. CapaianKinerja Organisasi .............l7

B. Realisasi Anggaran ........29

BAB IV PENUTUP ...................37

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator Keberhasilan Tujuan. ...... 10

Tabel 2 Indikator Kine{a Utama....... ..........ll
Tabel 3 Indikator Sasaran Tahun 2018.."...... ................. 15

Tabel  Rata-rataCapaianKinerja Sasaran Tahun 2018......... ........ 1g

Tabel 5 Capaian Sasaran Strategis 1................ .............. 1g

Tabel 6 Capaian Sasaran Strategis 2.-.............. ..............22

Tabel T Capaian Sasaran Strategis 3................ .,............24

Tabel 8 Capaian Sasaran Strategis 4................ ..............25

Tabel 9 Capaian Sasaran Strategis 5................ ..............29



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.. 7

Gambar 2 Sistematika Penyajian LaporanKinerja Badan Kepegawaian Daerah provinsi

Kalimantan Tengah...... ................ g

Gambar 3 Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2017-2A13... W
Gambar 4 Grafik Perbandingan CapaianKinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2Afi-2A1; ...23

Gambar 5 Grafik Perbandingan CapaianKinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 21n-21fi...24
Gambar 6 Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun z1fi-21rc...26
Gambar 7 Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2017-201g...29



BAB I
PENI}AHULUAN

A. Latar Belakan

Pernbentukan BKD Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2076 tentang pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, untuk melaksanakan
tugasnya sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 57 Tahun 2A16
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah ini BKD provinsi
Kalimantan Tengah berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2Al4 tentang petunjuk Teknis perjanjian Kinerja.
Pelaporan kinerja dan tata cara Reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah serta
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2015 tentang pedoman
Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam melakukan pelaporan kinerja SKPD Bad,an Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan
kegiatan, dimana ada l0 program dan 58 kegiatan masing-masing kegiatan
mempunyai target dan indikator kinerja yang terukur.

Dari sisi penganggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan
ditetapkan pagu anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 11.77g.304.206,00 (
Sebelas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Ribu Dua
Ratus Enam Rupiah).

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan dimana BKD Provinsi Kalimantan
Tengah mempunyai tugas pokok "Manajemen Kepegawaian". Untuk menjalankan
tugas pokok tersebut Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:

i. Perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
2- Penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan menghimpux peraturan perundang-

undangan di bidang kepegawaian;
3. Penyiapan penyusunan Peraturan perundang-undangan daerah di bidang

kepegawaian, sesuai dengan noma, standar dan prosedur yang ditetapkan
pemerintah;

4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
pegawai;

5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan disiplin, peningkatan kesejahteraan
dan bantuan sosial serta kewirausahaan bagi ASN;

6. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan kebugaran jasmani dan pembinaan
mental kerohanian serta seni budaya bagi ASN;
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7. Pelaksanaan ho*rdinasi dan bimbingan kelompok jabatan fungsionai;
8. Pembinaan, pelayanan, pengalvasafi, pengendalian,monitoring, evaluasi dan

pelaporan penyelengg araankepegawaian daerah; dan
9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Daiam menjalankan tugas pernerintahan dibidang manajemen kepegawaian
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan
kewenangan badan kepegawaian daerah adalah :

L Pelaksanaan penyusunan formasi pNS daerah skala provinsi;
2- Pengoordinasian usulan penetapan formasi PNS Daerah di kabupatenlkota;
3' Pelaksanaan pengadaan PNS Daerah provinsi dan pengoordinasian pelaksanaan

pengadaan PNS Daerah kabupaten/kota;
4. Pelaksanaan pengangkatan, dan penempatan Calon PNS di lingkungan provinsi;
5. Pengangkatan Calon PNS Daerah menjadi PNS Daerah di lingkungan provinsi dan

koordinasi pelaksanaan pengangkatan Calon PNS Daerah menjadi pNS Daerah
kabupaten/kota,

6. Penetapan kenaikan pangkat PNS Daerah provinsi menjadi golongan/ ruang Ub
sampai dengan IV/b dan penetapan kenaikan pangkat PNS Daerah KabupatenlKota
menjadi golongar/ruang IVla dan IV/b;

7. Pengoordinasian pelaksanaankenaikan pangkat di lingkungan kabupaten/kota;
8. Pelaksanaan proses usulan penetapan kenaikan pangkat PNS Daerah provinsi,

kabupaten/kota menjadi golongan/ ruang IVlc sampai dengan IY/e dan kenaikan
pangkat anumerta,

9. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Provinsi dalarn dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional
yang j enj angnya setingkat;

10. Penetapan pengangkatan dan usulan konsultasi pengangkatan dan pemberhentian
Sekretaris Daerah Kabupater/kota, koordinasi pengangkatan, pemindahan dalam dan
dari jabatan strukiural eselon II di lingkungan kabupaten/kota serta usulan
pengangkatan dan pemberhentian sekretaris Daerah provinsi 

;
11. Penetapan perpindahan PNS Daerah antar Kabupaten/kota dalam satu provinsi, dari

kabupaten/kota ke provinsi atau sebaliknya serta di lingkungan provinsi;
12. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNS Daerah provinsi

yang menduduki jabatan struktural eselon I ke bawah dan eselon II ke bawah dan
jabatan fungsional yang setingkat;

13. Pernberhentian sementara PNS Daerah untuk golongan IVlc ke bawah;
14. Pemberhentian PNS atau Calon pNS;

15. Pemuktahiran data PNS, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan prafuran
perundang-undangan di bidang kepegawaian skala provinsi dan di lingkungan
kabupaterlkota;

16. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS di lingkungan
provinsi, dan

I 7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan Kepegawaian Daerah.
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Dengan memperhatikan kewenangan Badan Kepegawaian Daerah sesuai
dengan ketentuan di atas maka dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian
menekankan pada terwujudnya pelayanan prima di bidang kepegarvaian.

Adapun strategis-strategi penguatan BKD Provinsi Kalimantan Tengah adalah
sebagai berikut.

B. Aspek Strategis Organisasi
Untuk mewujudkan aparatur sipil negara t

kualifikasi yang diperlukan dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya dan
menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Untuk
melaksanakan tugas dan fungsi manajemen kepegawaian dalam mencapai target
rencana jangka menengah Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah telah menyusun
rencana strategi (Renstra) 201 6-2021.

Renstra memuat visi dan misi tujuan program dan kegiatan yang dilakukan
dalam tahun 2A16-2021. Berikut targetoutput dan outcome:

1. Peningkatanpelayanan prima di bidang kepegawaian
Setiap ASN dan masyarakat berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan pelayanan
kepegarvaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai tolak ukur yang
digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan adalah pelayanan yang berkualitas
cepat, mudah, teqjangkau, dan terukur. selanjutnya pelaksanaan pelayanan prima
adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja dilingkup
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas
melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan prima.
Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian berbasis IT
Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kepegarvaian Daerah provinsi
Kalimantan Tengah baik berupa penyimpanan data dan pengelolaan data serta
mekanisme penyampaian data dan informasi dari penyelenggara kepada ASN dan
masyarakat dalam bentuk lisan, tulisarl bahasa gambar, dan atau bahasa lokal
disaj ikan secara elektronik.
Peningkatan SDM
Meningkatkan mutu dan kualitas para ASN agar dapat bersinergi dengan cita-cita
pembangunan daerah yang maju dan sejahtera. Dengan adanya sDM yang
berkualitas, maka perkembangan dan kesejahteraan suatu daerah dapat terwujud dan
tentunya ASN akan mampu memberikan pelayanan baik dan beke{a secara
profesional, sesuai dan sesuai tupoksinya. Meningkatkan mutu dan kualitas para ASN
tersebut dilakukan dengan pemberian bantuan tugas belaj ar bag;, para ASN yang ingin
melanj utkan pendidikan.
Peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur
Membentuk sikap ASN agar berorientasi kepada pembangunan dan bertindak sebagai
penggerak pembangunan sehingga meningkatkan prestasi kerja yang lebih baik
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2.

3.

4.

5.
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Peralatan dan perlengkapan kantor digunakan untuk membantu pelaksanaan
pekerjaan kantor sehingga menghasilkan suatu peke rjaan yang diharapkan selesai
lebih cepat, tepat, dan baik.

Adapun permasalahan utama (Strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi
adalah.

1) Penetapan UU Republik indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2014 Terrtang perubahan atas
Undang-Undang No. 23 Tahun 2A14 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang dimana setiap angkatan Jabatan Pimpinan Tinggi harus melalui
seleksi JPT.

2) Penetapan ffU No. 23 Tahun 2Al4 &ntangPernerintah Daerah dimana pengalihan
tenaga guru SMA/SMK ke pemerintah provinsi.

3) Perencanaan pembentukan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang
Tunjangan Kinerja dan Disiplin pNS.

C. Kegiatan dan Layanan produk Organisasi
BKD Provinsi Kalimantan Tenga pelayanan

kepegawaian sebagai berikut
l. Layananpengadaan PNS, kepangkatan, dan pensiun

Kegiatan ini bertqjuan memberikan layanan prima dalam pengurusan pengadaan pNS,
pengurusan kepangkatan serta pensiun PNS dengan ketepatan waktu dalam
pengurusan, akurat dalam data, danjaminan dalam kepuasan layanan.
- Kebijakan bidang mutasi

Kebijakan bidang mutasi memberikan pelayanan kenaikan pangkat dan mutasi
dengan cepat, tepat, profesional dan ramah. Melakukan perbaikan secara
kesinarnbungan di dalam peningkatan kinerja, memberikan pelayanan yang
maksimal secara akuntabel dengan mengacu pada acuan undang-undang yang
berlaku. Mewujudkan kepuasan PNS atau pensiunan PNS dan pejabat negara
serta jandalduda dalam memberikan pelayanan administrasi pensiun secara
berkesinambungan.

- Kebijakan bidang pengembangan

Memberikan pelayanan kepada instansi provinsi dan daerah kabupaten&ota
dalam proses penetapan NiP CPNSffNS secara cepat, tryat, serta sesuai
peraturan perundang-undangan kepegawaian. Memberikan pelayanan yang
maksimal secara akuntabel, menjunjung tinggi profesionalisme melalui
peningkatan kompetensi pegawai dalarn memberikan pelayanan. Melakukan
perbaikan secara berkesinambungan dalam peningkatan kinerja.

2. Kartu pegawai elektronik (KpE)
Kegiatan ini bertujuan rnemudahkan pelayanan kepada PNS dan penerima pensiun
PNS keluarganya. PNS yang menggunakan KPE dapat mengakses sejumlah layanan
seperti pengambilan gaji, asuransi kesehatan pensiun, tabungan hari tua, tabungan
perumangan, transaksi perbankan dan layanan lainnya.
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a
J. Sistem aplikasi pelayanan kepegawaian

Kegiatan SAPK digunakan dalam berbagai
penetetapan NIP, pencetakan surat
persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan
pangkat, penetapan dan pencetakan surat
pensiun, dan updating data mutasi.

prosss pelayanan kepegawaian seperti
keputusan PNS, pemberian nota
pangkat, pencetakan surat kenaikan

keputusan pemberhentian dengan hak

Kepala Sekretariat,
kelornpok Jabatan

4. sistem rekrutmen dan seleksi dengan computer Assisted Test (cAT)
Tunjuan penggunaan CAT .

- Mernpercepat proses perneriksaan dan laporan hasil ujian.
- Menciptakan standarisasi hasil ujian secara nasional.
- Mewujudkan transparansi, objektifitas, akuntabel, danbebas KKN.

Manfaat penggunaan CAT :

- Peserta test dapat mendaflar melalui internet
- Peserta test dapat dinilai langsung sesuai dengan hasil yang diperoleh.
- Komputer menyediakan keseluruhal materi soal kompetensi dasar (test

pengetahuan umum, test bakas skolastik, dan test skala kematangan)
- Penilaian dilakukan secara objektif
- Peserta ujian dapat mengakses dengan mudah terhadap pencapaian nilai (skor

yang diperoleh)

D. Struktur Orsanisasi
Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari 1 Kepala B;danJ

4 Kepala Bidang, 3 Kepala Sub Bagian, 8 Kepala Sub Bidang dan
Fungsional, sebagai berikut :

1. KepalaBadan.
2. Sekretariat, membawahkan:

a) Sub Bagian Penyusunan program;

b) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang terdiri dari;
a) Bidang Pengolahan Data dan pelayanan Informasi membarvahkan:

1) Kepala Sub Bidang Pengolahan Data; dan
2) Kepala Sub Bidang Pelayanan Informasi.

b) Bidang Pengembanga, membawahkan:
1) Sub Bidang Jabatan, dan
2) Sub Bidang Formasi, Selektif dan Kader;

c) Bidang Mutasi, membawahkan:
1) Sub Bidang Mutasi; dan
2) Sub Pemberhentian dan Pensiun;

d) Bidang Disiplin dan Kesejahteraan, membawahkan:
1) Kepala Sub Bidang Disiplin; dan
2) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan;
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4. Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Daiam pelaksanaannya, Kepala Badan Kepegarvaian Daerah dan bagian-
bagian yang tennasuk di dalamnya mempunyai tugasnya masing-masing, sebagai
berikut:
1. Sekretariat Badan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan

penyelenggataan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan
administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan protokol,
hubungan masyarakan dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana dan analisis
jabatan serta dokumentasi peruturan perundang-undangan pada Badan
Kepegawaian Daerah.

2- Bidang Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas penyiapan
dan pengolahan data serta analisa dan penyajian bahan dan data kepegawaian
daerah.

3. Bidang Pengembangan mempunyai tugas menyajikan bahan pedoman
pengembangan karir dan kompentensi pNS, menyusun formasi pNS dan
melaksanakan seleksi pengadaan CPNS, seleksi Praja IPDN/IIp dan Ujian Dinas,
Idian Kenaikan Penyesuaian ljazah, Seleksi Diklatpim Tingkat III dan IV,
Seleksi Tugas Belajar danlzinBelaja4 seleksi caron widyaswara.

4. Bidang Mutasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan memproses mutasi"
pernberhentian dan pensiun PNSD.

5. Bidang Disiplin dan Kesejahteraan mempunyai tugas menyiapkan bahan
peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian untuk proses kedudukan
hukum pegarvai, pembinaan disiplin dan penyelesaian pelanggaran disiplin
Pegawai Negeri Sipil, serta melakukan pembinaan Pegawai Negeri Sipil melalui
peningkatan kesejahteraan.

6. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dengan
jabatan fungsional masing-masing berdasarkan perafiiran perundang-undangan
yang berlaku.

LA?OXAN BADATI' KEPEGAWAIA'4 OAERAH PROV/,NST T(AUMAITTAAI TENGAH TAHUNM$ 6



ffi
:&lr.
G(}
E
E
E.

I'!E

rs
Arr

E
=,Sl
$

z
33.oo)
3=<:at7o-;i <
=o+<d<
6dz
00=.o?
cD

o,
L< z(J) g
JJ

6==
Z<t
<=tz o- Ltl7io4
=-<=crCiii=
e<?
-cio =

d,uJ^LT
-<s>
UJ 6-at=l!'6
Y, <n

€E
z u.l-irEbcta:<
azz,
q
6

=i
I

= 
n)-

JC)Et.F
a1

6E
Ee
00<
EO
=<at>

t

=

E
aD

E.

U)E
z. u)
So
Lll >-EOc]Eza
-<o()F
aZ
-<<ts
65E6-

e#4zE=
UJ !J

--!<qg*
trl.r'J:<=
g?
<o6<6=
ca -i
art 

=

EE
<
=o_36-
o( l!<o
L LII

3#A
ffi=E

F
IJJa
€
z,
< i.!g, .J)
E:<U'
il<Yd2>gt!
(.5

6
ao

aD

+E
= Eg
E <-5.
CD B3??

g-=He$
F<><=L
u)Y t =Tzo!L==(J<<a z. >- <.T.
!-Na*6@

E_ogDY<a
F

E=(ro
2il<(Ye=Ea

=

ut

+rx
= 

<t)

oq
:::q<Fo(n6S
E
6

6g
=^4tr=Ei

#Ea=cDaZ)<
r?P5
;si e+

o0

=g
Fzi!E

H5*<
=@Eurz<a.urr,^CL-
2=
a
6
o
alt

F

= 
-*;-

.l 2Zi- rx t.u: o:lZ.- E
Eio

=q6
-NO

{,
E-u.r
=e,n

===
d<l 6
=(rzEHEg-d
CD

uJa
dj
tr
ct>

r![=g+e o
--L2.6t 9*.*oq=F=d
NSfuJ:lf< >. o-> o cJ)

-NOVSO

=Ful<.@6"
+<tr
oB

=F
EE
=C"

=
I,JJ ^ Ea2(t
.fizE --2.FL=
=F<6-(/)=
=u)oB=S

ot*i
93EitLU<==,cDE(/)Ot

.6
6E*ltl a.D:
JF
2 e,A
EH=iTYtr9a
E=&o
a
=tD

:<
F

-z
=66-
,a6o
=d>.Dz4Eoflh(5Y<. a
d*a
tJlAF
h=o
o- c) (,)

-j Gi ei

!5

Eeu.s=o
z, d.=fe6<l 2t-
6=5
9==uJ<(de>tsoa9

=EsE

<( q,
k14ci=
2;<=
aao--o*z.>
*.,P(9<
2d'

6=az.oE
df

d
=d.ol&u

=E=4
- fer--g
d<
LCL

2a<Tg
to
trt
=tn

EoY
ci
i

=2<EA
9E
i+-rZL
CDfr
u, >-
l,^ 6
<(}

J
2o
ut
(Dz
g

=
F

o
axoa.
Eo
J
lrJY

E

=e{
b d >-1
=Fd =S,^ u} @= t <8 s=6 2i-,n 5i3 eaF6-- - d=ll..9r;*

E= 3C=EH;;E
F= E HEE99356ut ^2 -iZa+ e z:<=-Et"u o<57Jo{.at 9T.A,E @uJri,z. >

:,BCy@6

JJJ

EO

()
t'r

cl

dg
a)

3r

tro
qn

o
6

B
b0
(l)

6)V

cg

Fq

d)
G
th

c!
b0

h

,
a
L
G

c!



E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawai an Daerah provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2018 melaporkan pencapaian kinerja selama 201g.
Capaian kinerja 2018 diukur dan dinilai berdasarkan penetapan kinerja (TApKIN)
2018 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. TAPKIN merupakan penjabaran
RENSTRA BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2Arc-2A21. Berikut sistematika
laporan kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah :

Gambar 2
sistematika Penyajian Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah
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BAB II
PERENCANAAN DAN KONTRAK KINERJA

A. Rencana St

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai Visi dan Misi yang tertuang dalam
Renstra BKD 2016-2A21. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
menetapkan visi :

'.Profesional Dalam pembinaan dan pelayanan Kepegawaian,
Visi tersebut mempunyai makna sebagai pemberian pelayanan kepada aparatur

dan masyarakat yang memuaskan berdasarkan pada pemberian layanan yang memiliki
kualitas kompetensi yang profesional, dengan dukungan dan komitmen adanya
kejelasan dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem dan prosedur pelayanan
menurut ketentuan yang berlaku, adanya komunikasi yang perlu untuk
mengkomunikasikan bahwa sistem dan prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, adanya komitmen dalarn mengimplementasikan
pelayanan mulai dari pengambil keputusan sampai dengan pelaksanaan sehingga
membentuk sinergitas.

2. Pernyataan Misi
Pernyataan visi merupakan cita-citayang ingin diwujudkan ke depan, maka

dipandang perlu untuk menjabarkan dalam pernyataan misi agar menjadi pedoman
penyelenggaraan progrcm dalam susunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah.
Adapu misi sebagai berikut:
l) Menyelenggarakan pelayanan prima di bidang kepegawaian;
2) Menyelenggarakan sistem Informasi Kepegawaian berbasis IT;
3) Membentuk sDM yang bertanggungjawab, disiplin, dan profesional;
4) Menyelenggarakan pola pembinaan dan pengembangan karir aparatur yang

transparan dan akuntabel,
5) Meningkatkan sarana dan prasaranan aparatur.

Upaya pencapaian visi dan misi diarahlian pada pengembangan Sistem
Manajemen Kepegawaian seperti mengembangkan Sistem Manajemen Kepegawaian
yang ada, membudayakan instrurnerlinfrastrukfur manajemen kepegawaian,
mengembangkan sistem informasi kepegawaian dan menegakkan pelaksanaan
peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, sertia mengoptimalkan seluruh
sumber daya secara bertahap.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang profesional bukan hal yang
mudah karena menuntut adanya kejelasan komunikasi dan komitmen yang saling
mendukung dari lini pelaksana sampai pada pejabat pembuat kebijakan.
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3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dai pernyataan misi 3,ang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.
Perumusan Tujuan Strategis berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan
tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1 Indikator Keberhasilan Tujuan

(3) $)
Menin .,. ' ,,,. :,r;t,J}|tr.tl&PN$.yang terlayani
pglavananl, prima',,. di ' 

:.:1" " ' 1: ;': ,,:'prlma

kepegayqi, ,,,:, .1., , ....
Meningkatkan sistem

informasi kepegawaian
berbasis IT

Meningkatkan SDM
':.'.:

...1. t,,:.: .::.::.... ,.

Merungkatkan pembinaan

oaJl pengembangan

aparatur

Meuingkat sarana.dafi
prasarana

pelayanan

-,, bidarr€

bidang

Meningkatnya sistem

informasi
kepegawaian berbasis
IT
Meningkatnya SDM

Meningkatnya
pembinaan

pengernbaugan

aparutw

M*ningteffiya,
&* prasarana '

Jumlah PNS Provinsi
Kalimantan Tengah yang terdata
secara elektronik

Jumlah PNS yang

kapasitas SDMnya

Jumlah PNS yang

dikelola
dibina dan

dan

$ararla.' ,iJurnlah peralatan dan
p.erlengkap gedqn'gkaarCIi

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang
dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih
pendek dari tujuan Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dan tujuan.
Sasaran perwakilan merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis
dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan pembangunan jangka
menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan
pemantauan kinerja organisasi. Adaprm isi sasaran strategis BKD Provinsi Kalimantan
Tengah sebagai berikut :

- Meningkatnya pelayanan prima di bidang kepegawaian
- Meningkatnya sistem informasi kepegawaian berbasis IT
- Meningkatnya SDM
- Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur
- Meningkatnya sarana dan prasarana

upo*Ail sADAn rE?EGAWAIAT$ DAERAH pnAWNst.t$LtMAffraN TENGAH rAHu'v zors 
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5. Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinery'a lJtama merupakan suatu tolak ukur yang digunakan

untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap
sasaran organisasi. Berdasarkan Renstra perubahan BKD Provinsi Kalirn antafl
Tengah, terdapat 5 (lima) sasaran strategis dan 16 Indikator Kinerja Utama yang
merupakan outcome hasil dari penetapan kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2 Indikatnr Kineria lJ*rmr

Meningkatnya pelayanan
prima di bidang
kepegawaian

J.um[ahr',Pelayanari d,i Bidaig.Kepegewai*n: : :';',.',
Jumlah penyelesaian PNS yung nulL pangkat periode

. 
April dan Oktober, Karpeg, Maia te4a ff.f-S
Jq1n.14, PNS, Fr-ovinsi..yang. :lulus : rsletsi untuk tugas

, 
:,belajar di ,'1r61":d49,_iqh..,l.ie i,' &siplin il; fi";
fumlah PNS yang mengambil cuti, yang membuat
KARIS/KARSU, yang mendaftar riUugui peserta
ASKES dan TASPEN-dan menerima SKS dari total
jumlah pegawai
Junnhft,FNS I yang., : selesai, rpposes,,.penyelesaian SK

l.m1itasi.....,.'.......-.].....i.......
Jumlah penyelesaian SK PNS yang memasuki masa
puma tugas dapat diterima tepat waktu
Jumlah Data Aparatur Provinsi Kalimantan

Jumlah PNS yang terdata secara elektronik
Jumlah PNS yang meningkat Kapasitas SDilI- nya
Jumlah PNS yang mengikuti sosialisai peraturan
kepegawaian

,,J.qrylah,,,p115. rr.,ya g,,r, rnotritr,Sl<at kemampuan,
,keterarnpilan,pe,ageahuan,daa?r.otesionalismenya

PNS tubel utusan Provinsi Kalimantan Tengah yang
menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan
perjanjian tubel
Jumlah PNS yang dibina dan dikelola
Jumlah kebutuhan PNS provinsi dan CPNS baru sesuai
dengan kebutuhan daerah
Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin secara
tepat wakfu
Jum lah PN S Tugas Belaj ar y ang dapat menyel esaikan
pendidikan tepat waLtu sesuai dengan perjanjian
J,umleh PNS yqngbi$aaaik,pangkat karena lulus ujianpenybsuaimljazah. ' -,. '. ' ,-.,,'

Jumlah PNS yang bisa naik pangkat karena lulus ujian
dinas

Meningkatnya Sistem',,
Infonnasi Kepegawaian,,
berbasis IT
Meninglatnya Ka, pasitas
SDM,' '',, .' ''- ' i

Meningkatrya pembinaa*,
dan pengembangan aparatur

Indikator Kinerja Utama
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Meningkatnya sarana dan
prasarana aparutur

Jumlah capEaIPDN sesuai alokasi formasi

Jumlah Pengadaan Peralatan dan perlengkapan
Gedung Kantor

Prograrn dan Kegiatan
Program adalah bentuk instrumen kebijakan vang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran tujuan pembangunan. Penetapan program
diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian
sumber daya organisasi. Program SKPD merupakan program prioritas RpJMD dan
tugas fungsi SKPD rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan
pagu per SKPD sebegai tnana tercantuk pada rancangan awal RPJMD Untuk setiap
program ditetapkan satu atau beberapa indikator hasil program beserta target-
targetnya untuk mengukur tingkat keberhasilan.

Kegiatan adalah bagian dari prograrn yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program,
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pngerahan sumber daya baik yang berubah
personil (Sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,
dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber dayatersebut, sebagai
masukan (Input) untuk menghalilkan keluar (Output) dalam bentuk barang/jasa.
Penyusunan program dan kegiatan pada BKD Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun
2017 mengacu pada kebijakan program dan kegiatan pada penyusunan RpJMD pada
tahun 2010-2015. Adapun RENSTRA BKD 2016 -202r berisi 10 jenis program :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Penyediaan jasa surat menyrat;
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah,
4) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
5) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
6) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
7) Penyediaan jasa perbaikan peralatan ker.ya;

8) Penyediaan alattulis kantor;
9) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
1 0) Penyediaan komponen instalasi listrilc/penerangan bangunan kantor;
1 1 ) Penyed iaan peralatan dan perlengkapan kantor;
1 2) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
13) Penyediaan makanan dan minuman,
14) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
l5) Rapat-rapat koordinasi dan konlustasi ke dalam daerah,
16)Pembinaan non PNS;

1 7) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya;
1 8) Pengad aan P ak:aian Batik.

6.

t.
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2. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
1) Pembangunan gedung kanto4
2) Pemeliharaan rutinlberkala gedung kantor;
3 ) Pemeliharaan rutin iberkala kendaraan dinasioperasi onal ;
4) Pemel iharaan rutin/berkala perlengkapan gedrurg kantor,
5) Rehabilitasi sedan glberatgedung kantor;
6) Penataan Taman dan Kebersihan serta Kebun Holtikultura.

3. Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
1) Sosialisasi Peraturan perundang-undangan;

2 ) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerya dan

Keuangan

i) Penyusunan laporan capaian kine{a dan ikhtisar realisasi kinerja SKpD;
2) Penlusunan pelaporan keuangan semesteran;
3) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

5. Program oplimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi
1) Penyusunan sistem informasi terhadap layanan puhlik;
2) Proses input data sistem informasi kepegawaian;
3) Pengembangan aplikasi pada sistem informasi manajemen kepegawaian provinsi

Kalimantan Tengah,
4) Penataan dokumen pNS;

5) PPrD BKD;
6) Pengembangan SAPK(Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) peprov

Kalimantan Tengah;

7) Sistem Informasi Manajemen (SiM) Absensi Terpusat.
6. Program Pendidikan Kedinasan

1) Rakor Kepegawaian;
2) Seleksi Penetapan Monitoring tugas belajar dan izin belajar.

7. Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur
1) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis pNS,
2) Pemberian pengharga an bagi pNS yang berprestasi;
3) Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin pNS,
4) Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas;
5) Ujian kenaikan pangkat penyesuiai an ijazah;
6) Ujian dinas kenaikan pangkat tingak I dan lI;
7) Peningkatan pelayanan pensiun;
8) Seleksi penerimaan Capra IpDN;
9) Penlusunan pemberian kesejahteraan aparatur;
10) Penyusunan rencana karir pNS;

1 I ) Penataan jabatan fungsional;
12)Mutasi PNS;
I 3) Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program/kegiatan kepegawaian;
l4) Seleksi Penerimaan Calon pNS;

LAPORAN BADAN KEPEGAWATAN DAERAH PROV/,NSI Ii#.LIMAlyr,AA' ?EilGAH IAHUN 2078 13



15)Pembekalan dan Crientasi pNS;

16)Pengambilan Sumpah Janli pNS;

17) Seleksi Terbuka labatanpimpinan Tinggi;
1 8) Pengembangan Sistem perangkat Daerah;
19)Pelepasan pensiun/purna tugas pNS B{.1p.

L Program Penguatan Kelembagaan KORPRI
1) Publikasi Hari Korps pegawai Republik Indonesia;
2) Pembinaan Mental dan Kerohanian pNS;

3) Peningkatan Kesehatan dan Kebugaran Jasmani pNS;
4) Rapat Kefa DPP//DPK se-Kalteng
5) Pengayoman danBantuanHukum Bagi pNS Bermasalah
6) Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORpRI,
7) Penyelenggaraan PORPROV KORPRI.

9. Program Peningkatan Pengembangan pengelolaan Asec4Barang Daerah
1) Pengelolaan Inventaris Barang Daerah.

10. Program Pemeliharaan Rutin atau Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
1) Pemeliharaan Rutin atau Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip.

B. Perjanjian Kinerja

prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target
kinerja yang ditetapkan. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kine{a yang
diterapkan. Target kine{a menunjukan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota
organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap program dan kegiatan yang
diinginkan.

Indikator kinerja kegiatan terdiri dari atas indikator input dan output.
Sedangkat indikator kinerja program diukur dengan indikator hasil (outcome) yang
pada umumnya dikaitkan dengan capaian outcome kegiatan yang dianggap sebagai
penggerak kinerja utama atau mempunyai kontribusi terbesar untuk pencapaian
program.

Indikator kiner.la input terdiri atas besarnya dana yang digunakan dan
pemakaian sumber daya manusia (SDM) yang dihitung dengan penggunaan orang
hari (OH). Indikator kinerja output berupa hasil yang diperoleh setelah kegiatan
selesai dilaksanakan arfiara lain jumlah laporan, jurnlah peserta, jumlah SK yang
diterbitkan, dan jurnlah kegiatan. Indikator kinerja outcome merupakan hasil atau
manfaat dari output.

Sesuai dengan penetapan kinerja Badan Kepegarvaian Daerah provinsi
Kalimantan Tengah indikator keberhasilan sasaran berjumtah sebagai berikut:
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Tabel 3 Indikatsr Sa**ran Tahun 2018

Meningkatnya
pelayanan prima di
bidang kepegawaian

Jumlah penyelesaian PNS yang naik pangkat
periode April dan Oktober, Karpeg, Masa kerja pNS

Jumlah PNS Provinsi yang lulus seleksi untuk tugas
belajar di luar daerah dan izin belajar sesuai
disiplin ilmu yang dibutuhkan
Jumlah PNS yang mengambilcuti, yang membuat
KARISIKARSU, yang rnendaftar sebagai peserta
ASKES dan TASPEN dan menerima SKS dari total
jumlah pegawai

Jumlah PNS yang selesai proses penyelesaian SK
mutasi

2100 Buah

50 Orang
PNS

250 SKS

1000 Orang

Jumlah penyelesaian SK PNS yang memasuki masa 145 SK
purna tugas dapat diterima tepat waktu

Meningkatnya Sistem
lnformasi
Kepegawaian berbasis
IT

Meningkatnya
Kapasitas SDM

Meningkatkan Kesejahteraan, penghargaan,
penganyoman dan perlindungan hukum untuk
membangun Jiwa Koprs yang Profesional Berbasis
Kinerja Solidaritas

Meningkatkan Kesejahteraan, penghargaan,
penganyoman dan perlindungan hukum untuk
membangun Jiwa Koprs yang Profesional Berbasis
Konsultasi dan Mediasi Hukum
Sistem lnformasi Kepegawaian yang akuntabel
dan dapat diakses publik

Tersedianya data PNS Pemprov Kalteng yang up to
date

Jumlah PNS yang Meningkat Kapasitas SDM- nya

Terlaksananya sosialisasi dan meningkatnya
kemampuan PNS pengelola kepegawaian pada
SKPD

Jumlah PNS yang meningkat kemampuan,
keterampilan, pengetahuan dan
profesionalismenya

47 Kali

2 Kali

9000 Update
Data PNS

50 Orang
PN5

40 Orang
PNS

Jumlah Pelayanan di Bidang Kepegawaian

LAPORAN EADAN KE?E€AWAIAN DAERAH PROVINS' 
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Instansi pemerintah GKrp) merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayai kepada setiap
instansi pemerintah atas pengguraan anggarannya. Hal terpenting yang diperlukan
dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta
pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran
kinerja.

Pengukuran kineqa merupakan kegiatan membandingkan antara target kinerja
yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Melalui perbandingan tersebut dapat
diketahui celah kinerja, yang merupakan selisih antara realisasi hasil program utama
dengan targetnya indikator yang diwakili masing-masing sasaran di dalamnya. Celah
kinerja tersebut kemudian dianalisis untuk dicari penyebab ketidakberhasilan yang
dijadikan dasar penetapan strategi peningkatan kinerja di masa datang.

Laporan kiner.la Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
capaian kinerja tujuan, sasaran dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis
(Renstra) BKD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2A16-2021. Indikator kinerja
tujuan mencerminkan benefitlimpact sedangkan sasaran mencerminkan manfaat/hasil
dari output yang pada umumnya dikaitkan dengan capaian kegiatan yang dianggap
sebagai penggerak kinerja terdekat atau mempunyai kontribusi terbesar untuk
pencapaian program. Sedangkan indikator kine{a kegiatan terdiri atas indikator input
dan output, indikator kinerja input terdiri atas jumlah dana yang digunakan dan
pemakaian sumber daya manusia (sDM) yang dihitung dengan penggunaan orang
hari (OH) dan indikator kinerja output berupa hasii yang diperoleh dari kegiatan yang
dilaksanakan.

Laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2017 merupakan pengukuran
kinerja akhir dari masa Rencana Strategis (Renstra) BKD provinsi Kalimantan
Tengah tahun 2Arc-2021. Oleh karena itu, untuk memudahkan mendapatkan
gambaran umum capaian kinerja tujuan dan sasaran secara keseluruhan dilakukan
kategori capaian kinerja berdasarkan skala ordinal pengukuran kinerja yaitu sebagai
berikut:

Capaian > 100%

85Yo> capaian < 100%

70Yo> capaian < 85%

55Yo> capaian <7AYo

CapaiarS55o/o

Memuaskan

Sangat Baik
Baik

Cukup

Kurang
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Untuk menyimpulkan keberhasilan kinerja Tujuan dan Sasaran dilakukan
dengan merata-ratakan setiap capaian indikator kinerja masing-masing.

Capaian Ifinerja Sasaran Tahun Z0l7
Dalam tahun 2018, BKD Provinsi Kalimantan Tengah Melaksanakan 5

sasaran dengan 13 indikator kinerja. Capaian kinerja ruta-rata yang dilaksanakan
BKD Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2017 adalah sebesar l}6,5gyo dengan
kategori rnemuaskan dengan rincian sebagai berikut :

Ivleninglcatkan sistem' iuformasi: kepegawaian
berbasis lT

Memngf<atkan pembinaqn,dqn pengembangan

aparatur

,i,,;i;rr;r
Rata-rata capaian Sasaran Strategis i06,jt

Adapun uraian capaian kine{a *aring-masing sasaran beserta indikator kinerja adalah
sebagai berikut:

Sasaran Strategis I
'6Meningkatkan pelayanan prima di bidang kepegawaian,

Sasaran strategis ini dimaksudkan untuk memenuhi misi "Meningkatkan pelayanan

Prima di Bidang Kepegawai an". Capaian kinerja sasaran strategis ini didukung dengan 5
(lima) IKU.

Capaian keberhasilan masing-masing IKU disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel5 Capaian Sasaran Strategis 1

115,35

84,82

pangkat periode April dan
Karpeg, Masa kerja PNS
Jumlah PNS 'Provirxi y,ang lulus
seleksi untuk tugas ielajar,
penetapan dan monitoring tugas

82
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belajar dan izin belajar serta revisi
perda tentang tugas belajar dan izin
belajar
Jumlah PNS yang mengambil cuti,
yang membuat KARISTKARSU,
yang mendaftar sebagai peserta
ASKES dan TASPEN dan
menerima SKS dari total jumlah
pegawai
Jumlah PNS yang selesai proses
penyelesaian SK mutasi
J,!ryElah penyelesaian SK, PNS ya*g
memasuki masa purna tugas dapat

269 85100

1000

23A;

597

256

59.1

L6A

534.9

18,60

t57,24

4A7.89

waktu

Untuk tahun 2018, rata-rata capaian sasaran strategis "Meningkatkan
pelayatat prima di bidang kepegawaiarf' adalah sebesar 106.59 o/o dengan iategori
memuaskan Adapun faLtor-faktor penghambat yang mengakibatkan penumnan
tersebut akan dijelaskan secara terperinci pada kegiatan-kegiatan yang termasuk
dalam sasaran strategis 1. Rata-rata capaian kinerja sejak tahun 2017 hingga tahun
2018 disajikan dalam benruk grafik berikut ini :

Gambar 3
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2Ol7-ZOlg
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Pada grafik diatas menunjukkan bahwa capaian kine{a tahun 2016 telah
tercapai sedangkat pada tahun 2018 mampu melampaui target yang dicapai pada
tahun sebelumnya yang juga termasuk dalam kategori memuaskan.

Kegiatan yang dilakukan unfuk mencapai sasaran tersebut diantaranya :

- Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis pNS;
- seleksi Penetapan dan Monitoring Tugas Belajar dan Izin Belajar;
- Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi;
- PenyusunanPemberian Kesejahteraan Aparatur
- Mutasi PNS;
- Peningkatanpelayananpensiun, dan
- Pelepasan Pensiun/Puma Tugas PNS BUp.

Realisasi penggunaan dana untuk pencapaian sasaran tersebut di tahun 2018
adalah sebesar Rp 56.633.050,00 dari anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 62.308.050,00

a. Jumlah penyelesaian PNS yang naik pangkat periode April dan Oktober,
Karpeg, Masa kerja PNS

Indikator kinerja utama (IKU) pertama ini merupakan IKU yang dominan
dalam pencapaian sasaran strategis pertama "Meningkatkan pelayanan prima di
bidang kepegawaian". Pencapaian keberhasilan IKU ini juga berkorelasi sscara
langsung terhadap tercapainya IKU kedua BKD Provinsi Kalimantan Tengah yaitu
"Meningkatkan Sistem Informasi Berbasis IT".

Capaian kinerja indikator tersebut dibandingkan dengan tahun 2018
mengalami peningkatan 600/o. Perungkatan tersebut ini didukung karena adanya
beberapa faktor, salah satunya yaitu kualitas SDM Aparatur BKD provinsi
Kalimantan Tengah yang semakin meningkat, kemudian didukung juga oleh
kesadaran PNS seiring dengan perkembangan teknologi infonnasi dan komunikasi
untuk lebih memperhatikan hak dan kewajiban PNS tersebut salah satunya yaitu
masa kenaikan pangkat dan golongan PNS.

b. Jumlah PNS Provinsi yang lulus seleksi untuk tugas belajar, penetapan dan
monitoring tugas belajar dan izin belajar serta revisi perda tentang tugas
belajar dan izin belajar

Indikator kinerja utama (IKU) kedua ini merupakan IKU yang dominan dalam
pencapaian sasaran strategis pertama, pencapaian keberhasilan IKU ini juga
berkorelasi secara langsung terhadap tercapainya IKU ketiga BKD provinsi
Kalimantan Tengah yaitu "Meningkatkan SDM". Kegiatan ini dilakukan untuk
menyeleksi PNS yang berhak untuk melakukan tugas belajar dan melihat
kelengkapan administrasi untuk tugas belajar dari masing-masing penerima tugas
belajar. Indikator tersebut dimaksudkan untuk menilai perkembangan kualitas
sumber daya manusia yang ada pada BKD provinsi Kalimantan Tengah.
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d.

Realisasi IKU untuk tahun 2018 ini adalah 213 arang. Realisasi tersebut jika
dibandingkan dengan target tahun 2017 adalah 100 orang. IKU "Jumlah pNS
Provinsi yang lulus seleksi untuk tugas belajar, penetapan dan monitoring tugas
belajat dan izin belalar serta revisi perda tentang tugas belaj ar dan izin belajaf,
tercapai sebesar 82ak atau dengan predikat "sangat baik,,.

Capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan tafum Z0t7
mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 64Yo^ Peningkatan ini
disebabkan oleh perubahan penyusunan Indikator Kinerja Utama yang disusun di
tahun 2018 khususnya terkait dengan kegiatan Seleksi, Penetapan, dan Monitoring
Tugas Belajar dan lzin Belajar yang lebih disesuaikan dengan kondisi terkini
kegiatan pada Badan Kepegawai an DaerahProvinsi KalimantanTengah.

Namun dalam hal ini, terkait dengan revisi Perda tentang Tugas Belajar dan
Izin Belajar masih belum dapat terlaksana. Hal ini dikarenakan masih belum
ditetapkan Pedoman Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar dari
Kementerian PAN dan RB serta Badan Kepegawaian Negara RI yang merupakan
turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Jumlah PNS yang mengambil cuti, yang membuat KARrS/KARSU, tlan
menerima SKS dari total jumlah pegawai

Untuk tahun 2A18, target IKU ditetapkan sebesar 269 orung. Realisasi tersebut
jika dibandingkan dengan target tahun 2Afi adalah 250 orang dengan prosentase
capaian sebesar 252%. Berdasarkan skala ordinal pengukuran kinerja,IKU ketiga ini
mendapatkan predikat "memuaskan".

Capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami
peningkatan 138,53%. Namun jika dibandingkan realisasi target yang dicapai pada
tahun 2018 nilainya lebih besar dibandingkan tahun 20t7.

Jumlah PNS yang selesai proses penyelesaian SK mutasi
Indikator tersebut dimaksudkan untuk menilai tingkat pelayanan

kepindahan/mutasi PNS dari kabupaten/kota. Banyaknya usulan mutasi tersebut
tidak semua dapat diakomodir. Indikator ini dihitung dengan membandingkan antara
realisasi laporan hasil penyelesaian sK mutasi dengan target sK mutasi yang
ditentukan.

Realisasi IKU ini untuk tahun 2}ft adalah sebesar l8,6yo yang diperoleh
dengan membandingkan penyelesaian SK dengan target yang ditentukan, yaitu
sebanyak 3602 SK dengan target sebanyak 4000 SK Apabila dibandingkan dengan
capaian tahun 2017, mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Adapun berkas
yang masih dalam proses penyelesaian SK Mutasi berupa Surat Persetujuan Pindah
sebanyak 182 surat, kemudian berkas usulan Mutasi sebanyak 715 berkas.
Keterlambatan penyelesaian SK Mutasi pada Tahun 2017 disebabkan oleh beberapa
faktor, terutama setelah ditelaah sebagian besar pegawai dari Kabupaten/Kota
mengusulkan untuk pindah ke Instansi Provinsi Kalimantan Tengah, hal tersebut
menyebabkan beban kerja pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
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semakin bertambah. Sehingga perlu pengkajian ulang analisis beban ke{a pegawai
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengahsehingga sesuai dengananalisis kebutuhan
Pegawai Negeri Sipil di Instansi provinsi Kalimantan Tengah.

e' Jumlah penyelesaian SK PNS yang memasuki masa purna tugas dapat diterima
tepat waktu

Indikator tersebut dimaksudkan untuk menilai tingkat penyelesaian SK pNS
yang memasuki masa purna tugas yang dilakukan oleh BKD Provinsi Kalimantan
Tengah' Indikator ini diukur dengan membandingkan antara realisasi penyelesaian
SK PNS dengan target jumlah penyelesaian SK pNS.

Tatget penyelesaian SK PNS yang memasuki masa purna tugas untuk tahun
2017 adalah sebanyak 230 SK dengan realisasi sebanyak 256 SK atau l4g,2vo/o
dengan kategori memuaskan. Capaian kinerja indikator tersebut dibandingkan
dengan tahun 2015 mengalarni penurunan yaitu l,73oh. Tidak sarnpainya target
tersebut dikarenakan rneningkatnya target pada tahun 2AM yang cukup signifikan
yaitu yang pada tahun 2015 memiliki target 50 SK menjadi I45 SK pada tahun
2016. Namun jika dibandingkan realisasi target yang dicapai pada tahun 2017
nilainya lebih besar dibandingkan tahun 2a16 yaitu 145 sK dan75 orang.

Sasaran Strategis 2

___llY_:":":s*i__y::'-:*y:l::_y:i"T:r:_q::1*:"::*::::":::

Dalam rangka berperan melakukan peningkatan sistem informasi kepegawaian
berbasis IT, BKD Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang paling dominan dalam mengindikasikan ketercapaian Sasaran
strategis ini, yaitu "Jumlah pNS yang terdata secara elektronik,,.

PNS yang terdata secara elektronik bertujuan memudahkan pencarian
informasi data terkait pegawai di Kalimantan Tengah, informasi rnanajemen
kepegawaian Provinsi Kalimantan Tengah,

Keberhasilan pencapaian dari IKU
pada tabel dibawah ini :

maupun berita kepegawaian lainnya.
pada sasaran strategis kedua ini, disaiikan

$p9f 0, Capaian Sasaran Strategis 2

Jumlah PNS yang terdata secara
elektronik

9000 113,89

l13,gg

115,35

115,35

Untuk tahun 2018, rata-rata capaian sasaran strategis "Jumlah pNS yang terdata secara
elektronik" adalah sebesar 113,89 a/o dengankategori memuaskan. peningkatan rata-ruta
capaian kinerja dibandingkan dengan tahun 2017 disajikan dalarn grafik berikut ini :
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Grafik Perba*dirg*n Capaian
Gambar 4

Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun zlfi-Zllg
i
I

113

tahun 2AU lr,lah
yang dicapai pada

Indikator kegiatan
input data sistem

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2
115,5

115

114,5

114

113,5

i
i

Pada grafik diatas menunjukkan bahrva capaian kineqa
tercapai sedangkan pada tahun 2018 mampu melampaui target
tahun sebelumnya yang juga termasuk dalam kategori memuaskan.
yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut hanya proses
informasi kepegawaian.

Realisasi penggunaail dana untuk pencapaian sasaran tersebut di tahun 2017
adalah sebesar Rp.117.639.10000 atau 81,85o/o dari anggaran yang tersedia sebesar
Rp.1 18.390.750,00.

a. Jumlah PNS yang terdata secara elektronik
PNS yang terdata secara elektronik dimaksudkan untuk mempermudah

kelancaran pelayanan, meminimalisis kontak langsung ke meja ke{a guna
menghindari gratifikasi, dan memudahkan pencarian informasi data terkait pegawai di
Kalimantan Tengah, informasi manajemen kepegawaian Provinsi Kaiimantan Tengah,
maupun berita kepegawaian lainnya.

Realisasi IKU untuk tahun 2018 adalah sebesar ll3,hgyo dengan predikat
memuaskan. Capaian kinerja indikator tersebut dibandingkan dengan tahan 2017
mengalami peningkatan 1,46Yo. Hal ini drkarenakan target PNS yang terdata secara
elektronik melebihi target yang sudah ditetapkan, kemudian telah terjadi penambahan
jumlah pegawai pemerintah provinsi Kalimantan Tengah melalui pengalihan status
kepegawai an jabatan fungsional Guru SMA/SMK menj adi pegawai provinsi.

Sasaran Strategis 3
'{Meningkatkan Kapasitas SDM"

Sasaran strategis ketiga merupakan penjabaran peran BKD provinsi
Kalimantan Tengah mewujudkan tujuan terciptanya. Berkaitan dengan hal tersebut,

115,35

2At7

115.3s
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BKD Provinsi Kalimantan Tengah telah rnelaksanakan kegiatan yaitu bimbingan
teknis implementasi peraturan perundang- undangan.

Sasaran strategis "Meningkatkan Kapasitas SDM" diindikasikan oleh IKU
yang terkait dengan sumber daya manusia. Keberhasilan pencapaian dari masing-
masing IKU pada sasaran strategis ketiga ini, tampak sebagaimana tabel di bawah ini
yaitu:

f1!_ql? Capaian Sasaran Strategis 3

Jumlah i PNS yang Orang 87,5

daa profesionali

87,5 70

Untuk tahun 2Al8,tata-rata capaian sasaran strategis "Meningkatkan kapasitas
SDM" adalah sebesar 7Ao/o dengan kategori baik. Masih belum tercapainya target
sasaran kinerja setiap tahunnya tersebut dikarenakan pada indikator jumlah pNS yang
mengtkuti sosialisasi peraturan kepegawaian termasuk dalam kategori bintang
sehingga perlu peninjauan kernbali pada indikator kinerja utama untuk tahun
kedepannya. Rata-rata capaian kineq'a setiap tahunnya disajikan dalam grafik berikut
ini:

Gambar 5
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2016-2017
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Realisasi FnEgunaan dana untuk pencapaian
adalah ssbesar Rp. 202.658.875,00 atau g0,53 % dan
Rp 2l 5.701.593,00.

sasaran tersebut di tahun 2018
anggaran yang tersedia sebesar

Jumlah PNS yang menirgkat kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan
profesionalismenya

Indikator tersebut dimaksudkan untuk menilai tingkat kemampuan,
keterampilan, pengetahuan dan profesionalisme PNS BKD Provinsi Kalimantan
Tengah sehingga setiap PNS mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan oleh organisasinya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk rneningkatkan
pengetahuan, keterampilan melalui pendidikan formal maupun non formal,
pendidikan dan pelatihan secara regular sesuai dengan kebutuhan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2018, capaian kinerja tahun 2Al7 sama
sebesar 37,5yo.

Sasaran Strategis 4
'oMeningkatkan Pem 

f 
inaan dan pengemban gan Ka rir Apa raty',

Sasaran strategis keempat ini ditetapkan untuk mencapai tujuan aparatur yang
profesional dalam kerja baik di lingkungan kantor maupun di luar lingkungan kantor
seperti yang tertuang dalam visi dan misi pada Rencana Strategis BKD provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2A 16-2A21.

Sasaran strategis Meningkatkan Pernbinaan dan Pengembangan Karir
Aparatur di tingkat BKD Provinsi Kalirnantar Tengah diindikasikan oleh iKU yang
terkait penanganan kasus pelanggaran disiplin, pemberian bantuan tugas belajar dan
ikatan dinas, ujian kenaikan pangkat penyesuaianrlazah, ujian dinas kenaikan pangkat
tingat I dan II, dan seleksi penerimaan Capra ipDN.

Secara keseluruhan, untuk tahun 2Al8 rata-rata capaian sasaran strategis ini
adalah sebesar 86.89%. Selengkapnya keberhasilan pencapaian masing-rnasing II(U
pada sasaran strategis keempat ini, tampak sebagaimana tabel berikut :

Tabel S Capaian Sasaran Strategis 4

Jumlah penanganan kasus
pelanggaran disiplin secara
tepat waktu
Jumlah PNS Tugas Belajar
yang dapat menyelesaikan
pendidikan tepat waktu
sesuai dengan perj anj ian
Jumlah PNS yang bisa naik

SK BKd
Pov.

Kalteng
Orang 50 213 426 i00

Orang 400 naa233 58,25 -at3
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,,P lulry.qjirrn:
,peny-C*ualah-,1ij {rfi .,,,-:'.,.,i.r,,,,

Jumlah PNS yang bisa naik
pangkat karena lulus ujian
dinas

J.ry,i$,eaBra,m.oN sesudi .,
alokasi formasi

Orang

Oiane

400

30i

340 85

.,..,75'']''

724,25

117,25

130;96

411,21

'16O

Unfuk tahun 2018, rata-rata capaian s&saran strategis Meningkatnya
Pembinaan dan Pengembangan Karir Aparatur adalah sebesar 313,A4 vo dengan
kategori Memuaskan. Dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 ruta-rata
capaian kine{a disajikan dalamgrafik berikut ini :

Gambar 6

Grafik Perbandingan capaian Kinerja sasaran strategis 4 Tahun zLl7-zafi

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4
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Pada grafik diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2018 mengalami
penurunan menjadi 86,89yo dan termasuk dalam kategori sangat baik, hal tersebut
dikarenakan adanya indikator yang tidak mencapai target sedangkan padatahun20lT
mengalami kenaikan yang signifikan capaian kinerjanya dan termasuk dalam kategori
yang rnemuaskan.

{4f,p:eA,s{4$4ffiFEc1rytt:Drrwg.sqyri.il E. f-.g NrAil fi ryAH raHurv zo,rffi



a.

Realisasi penggunaan dana untuk pencapaian sasaran tersebut di tahun 20lg
adalah sebesar Rp' 507. 136.455,00 atau 91.42 Yo dail anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 554.700.000,00.

Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiprin secara tepat waktu
Indikator tersebut dimaksudkan untuk menilai tingkat penanganan kasus-kasus

pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNs. Indikator ini diukur dengan
membandingkan antara jumlah penanganan kasus dibagi jumlah target yang telah
ditetapkan.

Secara keseluruhan, pada tahun 2018 penanganan kasus pelanggaran disiplin
secara tepat waklu sebanyak 14 SK penjatuhan disiplin, 2 lzinperceraian dan 2lzin
ke Luar Negeri atau 80o/o dari target IKU. Pada tahun 2018, realisasi capaiankine{a
mendapatkan hasil sebesar 80% dan terjadi penurunan sebanyak l0% dibandingkan
dengan tahun 2017. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus-kasus pelanggaran
disiplin dikalangan pNS semakin berkurang.

Jumlah PNS Tugas Belajar yang dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu
sesuai dengan perjanjian

b.

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan bantuan
dinas bagi PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang
bertuj uan untuk meningkatkan kompetensi pendi dikan.
Pada tahun 2018, BKD Provinsi Kalimantan Tengah telah memberikan banfuan tugas
belajar kepada PNS yang ingin melanjutkan pendidikan sebanyak 47 orang dengan
target kinerja indikator sebanyak 20 orang, maka capaian kinerjanya adalah sebesar
140% dengan kategori memuaskan.

Jumlah PNS yang bisa naik pangkat karena lulus ujian penyesuaian ijazah.
Kegiatan yang dilakukan adalah ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Indikator kinerja utama ini diukur dengan total jumlah PNS yang mengikuti ujian
kenaikan pangkat penyesuaia n 4azah dengan tar getyang telah ditetapkan.
Pada tahun 2018, BKD Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan ujian
penyesuaian ijazah kepada PNS sebanyak 233 orang dengan target kinerja indikator
sebanyak 400 orang, maka capaian kinerjanya adalah sebesar sg.Zs%dengan kategori
baik.

Capaian kineqa indikator tersebut dibandingkan dengan tahun 2016
rnengalami penurunan sebesar 14.75 ah. Penurunan tersebut dikarenakan masih
banyaknya PNS yang belurn memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Jumlah PNS yang bisa naik pangkat karena lulus ujian dinas.
Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah ujian dinas kenaikan

pangkat tingkat I dan II. Capaian kinerja indikator pada tahun 2018 adalah sebesar
344 orang dari target yang telah ditetapkan sebesar 400 orang dengan prosentase g5o4.
Indikator tersebut mendapatkan kategori memuaskan.

biaya tugas belajar ikatan
yang lebih tinggi, hal ini

c.

d.
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Pada kegiatan Ujian Kenaikan pangkat Tingat I dan
dari tahun 2017 sebesar lA9.25o/o, meskipun demikian
melebihi target yang ditetapkan pada IKU.

lI mengalami penurunan
kegiatan tersebut tetap

Jumlah capra IPDN sesuai alokasi formasi.
Kegiatan ini merupakan kegiatan seleksi jumlah pelamar Praja IpDN yang

dilakukan untuk direkrut menjadi Praja IPDN. Adapun jumlah peserta yang lulus
belum memenuhi target yang diharapkan, karena adanya batas kuota untuk provinsi
Kalimantan Tengah. Pada kegiatan Seleksi Penerimaan Capra IPDN diketahui bahwa
peserta Capra iPDN yang melaksanakan tes seleksi berjumlah 80 orang, kemudian
setelah melalui tahapan-tahapan seleksi yang menggunakan sistem gugur (tes
Kompetensi Dasar, tes Psikologi, Tes Kesehatan, dan tes Kesemaptaan/Fisik)
sehingga pada akhirnya Peserta Capra IPDN yang lulus tes berjumlah 60 orang.
Terlihat bahwa realisasi kine{a pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 12olo
dibandingkan pada tahun 2018. Berkurangnnya kuota daerah untuk formasi lulusan
IPDN dikarenakan oleh kebijakan penerimaan yang dilakukan sepenuhnya oleh
panitia pusat.

Sasaran Strategis 5
"Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur',

Sasaran strategis kelima ini ditetapkan untuk pemberian pelayanan
kepegawaian di BKD Provinsi Kalimantan Tengah, baik dalam hal birokrasi internal
kepegawaian maupun pelayanan eksternal kepada PNS Provinsi Kalirnantan Tengah
maupun kepada publik pada umumnya.

Sasaran strategis "Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur,'
diindikasikan oleh iKU yang terkait langsung dengan penyediaan perlengkapan dan
peralatan gedung kantor.

Secara keseluruhan, capaian sasaran strategis 5 tahun 20i8 adalah sebesar
l8A%. Selengkapnya keberhasilan pencapaian IKU pada sasaran strategis kelima ini,
tampak sebagaimana tabel berikut :

Tabel9 Capaian Sasaran St

Jumlah pengadaan
peralatan dan
perlengkapan gedung
kantor

Jenis

I/.PORAN BADAN 
'GPEGAWAIAN 
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Untuk tahun 2017, rata4ata capaian sasaran strategis Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur adalah sebesar 180% dengan kategori memuaskan. Peningkatan dan
penurunan rata-rata capaian kine{a tahun 2017 disajlkan dalam grafik berikut ini :

Gamb* 7

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2017-20178

Pada grafik diatas menunjukkan bahwa capaian kine{a tahun 2Afi lr,lah
melampaui target yang ditetapkan IKU. Hal tersebut dikarenakan jurnlah pengadaan
peralatan dan perlengkapan kantor pada anggaran perubahan APBD mengalami
penambahan dan 5 flima) jenis menjadi 9 (sembilan) jenis.

Realisasi penggunaan dana untuk pencapaian sasaran tersebut di tahun2017
adalah sebesar Rp.1.033.169.300,00 atau74,l2 o/o dari anggaran yang tersedia sebesar

Rp. 1.393.743.550,00.

Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kegiatan ini bertujuan untuk melengkapi pelaratan yang dibutuhkan BKD

Provinsi Kalimantan Tengah guna memperlancar suatu proses pekerjaan sehingga
poncapar'an tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien.
Capaian kinerja indikator pada tahun 2018 adalah sebesar 13 jenis atau 80Yo dari
target yang sudah ditetapkan sebesar 5 jenis. Untuk capaian kinerja indikator ini
mendapatkan kategori memuaskan.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi DPA 2018

Realisasi belarya Badan Kepegarvaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
adalah Rp. 17,064.265.498,00 atau 82,78oA dari anggaran yaitu sebesar Rp
20.612.7A7.734,00 dengan rincian sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5
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a. Realisasi trelanja per jenis program, yaitu sebagai berikut:

Non program

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program peningkatan disiplin
aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur

Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan
Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
Program Pendidikan Kedinasan

Program pembinaan dan
pengembangan aparatur
Program Penguatan Kelembagaan
KORPRI

Program Peningkatan
Pengembangan Pengelolaan Aset/

Daerah

b. Realisasi belanja perjenis belanja yaitu sebagai berikut :

Belanja Langsung

Belanja Tidak Langsung

8.834.403.528

2.126,459.921

1.322.400.000

113.870,000

235.000.000

263.718.0s0

1.178.985.150

203.658.932

3.225.220.753

3.053.995.400

54.996.000

24.6fi.7$7.734

11.778.304.206

8.834,403,528

24.il2.707.734

6.440.280.187 72,9A

1.856.427 .463 87,30

1.296,873.874 98,07

109.317.500 96,00

233.979.241 99,52

2s6.794,000 97.37

1.491.237.233 92,56

178.941.137 87,96

2.963.118.203 91,87

2,584.154.360 84,62

53.242.300 96,81

17.064.265.498 82,78

10.623.985,311 90,20

6.440.280.187 72,9A

17,064.265.498 92,78
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Belanja langsung merupakan belanja
kegiatan atau terkait langsung dengan
dengan rincian sebagai berikut :

yang terkait langsung
tujuan BKD Provinsi

dengan produlctivitas
Kalimarrtan Tengah,

Program
Pelayanan
Adminisfrasi
Perkantoran

Target
30.000.000 80%

.Realisasi,,,,

Rp29.997.889Penyediaanjasa
surat meuyurat

Perlygdiaan:asa
komuuikasi;,',,',, ,

surabssdayaaii
dan,Iistrik:,' " '

Penyediaan jasa
janrinan barang
milik daerah
Ferryediaar-jasu ,

,perne.li@ratq:d'gal*
per1Zlnall, ',, r ..

kendmaan,r'. .

'iliaas/ogorasional
Penyediaanjasa
administrasi
keuangan
Pqyediqan,jasa ,,

keborsihan kantor
Penyediaanjasa
perbaikan
peralatan kerja
,Pg4-qlediaan ,r,

,Baraag Cetakan . .'

dry P-euggatrd*ffl
Penyediaan
komponen
iastalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Peny-ediaan:;, ,,' , ,

Peraiatandtm-'', .

erlengkqp-ao,,: ,

Kantor.,- r, l

Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturaa
perundang-
undangan
P-enyediaaa,' "
makanan dan

Rapat-rapat
koordinasi dm

Capaian
gg,ggo/a

340.383,206 SAoh Rp226.864.S98 66,650/o

6.000.000

8.000.000

40,000.00.0

15.000.000

26.'1'17i50O

30.000.000

Rp4.768.881

R"1"763.400

7g,4go/o

22,04y(;:

80o/o

80%

844.026.625 80o/o Rp809.437.490

8OYo

80%

95,gAyo

96$2o/o

100,00%

1S0,0070

laa,a00/o

3A,67Ya

99,980/o

Rp38,?67,!$.0

Rp15.000.000

8O9o ..,Cp26,117,500

80o/o Rp30.000.000

3fii1,723,,55t 807o' Rp299,193.35-0 ' 9:?,23/0

36.320.000 8A% Rp28.360.000 7L,e\o/t

r8,000,000

95.000.000

tr{p5.521,000

. 
.. 

l- 
.., .:

Rp94.982.400

807o

80%
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komultasi ke luar
daerah

RErat-rapat
koordinasi dam

konsultasi ke
dalarn daerah
Pembinaan non
PNS
Pembangunan
Godung Kantor

Pengadaan
ksndaraan
dinas/operasional
Peningkatan Jalan
Lingkungan
Kantor
Rehabilitasi
sedang/berat
Jaringan Instalasi
Listrik / Tambah
Daya
Pemeliharaan
rutin/ berkala
gedung kantor
Perneliharaan
rutin/ berkala
kendaraan dina#
operasional
Pemeliharaan
ruth/berkala
perlengftapm
gedr4rgkantor
pengadaan
pakaian batik

penga-daan

pakaian dinas

kelengkapannya
Sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan

Birnbingan teknis
implementasi
perafirran
perund*ng-
undangau

264.889.A40

1S0.000.000

411.150.000

381.000.000

?0.000.000

50.000.00s

204.000.000

80% Rp182.633.155

80% Rp176.150.000

80o/o Rp411.000.000

80% Rp375.508.450

80o/o Rp69.999.400

65.000.000 80% Rp63.020.000 96,950/o

Program
Penlngkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

6g,gSa/o

97,g6yo

99,960/o

99,56a/o

100,00%

80Yo Rp49.800.000

807o Rp188.166.024

99,60c/o

92,240/o

Program
Peningkatan
Disiplin
Aparafur

Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur

26.2s0.000. 80% Rp26.250.000 100,00%

48.000.000 80% Rp47.820.000 g9,63yo

6s.870.000 80% Rp6L497.500 93,360/o

185.000.000 80% Rp183.948.500 99,43o/o

50.000.000 80Yo Rp49.930.741 99,860/o
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Program
Peningkatau
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Kcuangan

Pr.rryusunan

laporan oapaian
hirerja daa
ildrtisar realisasi
ktue{aSKPD

Penltrsultaa,,' :,r,'

' 
pelgporan' ,, .',.,,::,:, ";,;: 

' ,

, keuam,gan: :,:r, r,,,;,:,
, Sgluesler,tll;,',, ;i:'

Pen5rusunan
pelaporan
keuangan akhir
tahun

, ltnyugunan." ,.i

,sistEm,fudo.nnasi
terhd4p,layacan

'pub.lik:', ,,r, .. ,

Proses input data
sistem inforrnasi
kepegawaian
Pe*gernlanganr:
.flplitd ,p 4.r,,.,,,,
s-istem,iq masi:

flieme{l . ", '

kepeg4waian ._,
,P-rov,l(alf ng,: 

'

Penataan
Dokurnen PNS
**IDBKD ,,,: ,:. ,1,

Pengembangan
SAPK (Sistem
Aplikasi
Pelayanan
Kepegawaias)
Pemprov Kalteng
Sistetufuf,onnxi.,l
Man4jernen:{S-I!v.I)
Atse$iTqpu$at,,
Seleksi Penetapan
dan Monitoring
Tugas Belajal dan
IzinBelajr
Pengelofuqp,,r ,,,r , 

',

interrtris htira g ,

daeiafu'',., : ', ,.,.;,

213.718.0s0 80% Rp212.751.150 99,55o/o

20 0S!.q0 ,, 
.:,;,,.8096 . ,r 

Rp14 042,,850 , . T0,Zlo/o

30.000.000 80% Rp30.000.000 100,00%

?12.q74.8@.- . :',: SAol',,,gpl?9.8-12.850,, .,, &4,qlgbP,rog.r4El .,.,

Optt+ali$?si
P,emp4f4stan
Teknqtrogi ,,
trfoima*i :

Program
Pendidikan
Kedinasan

Pitgr*m, : , '

Pe.ningk*fan ,.

Pengqmbangan
Perlgelol*au,
Astt&a.nqBE 

,

Da*rah "' 
".

80.000.000

548"000:000

78,500.000

,10"120.000
118.390.750

8}o/o Rp59.131.050

80Yo-' 
: ; 5.3- 7, 05 o. 5 08

73,9lolo

98:00%

130,999.600
.1,:'ri;, ,.. I

. . ., ' ,.:.
'.: i.r.. ..

203.6s8.s32

80o/o Rp76.978.100

8096,,,,, ' .Rp6.i079.52f
80% Rpl17.639.100

80Yo..,, RFI. 14536, tr00

SAaA Rpl78.941.137

98,060/o

60,pTYo

99,37a/o

&7r43o

,. :.

87,9501o

54'99.6.00O,,..' ..,8Q7+..,,, p53-24?;3oo,, :' 96$lyo
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Program
Pembinean
dan
Pengemb*ngan
Aparatur

Seleksi
Pefierimaan
CPNS

Penaramlsisto-{n:
, admi*is16sir ,'.r:

kmAiha,rpapgkat
otoslatiSrPNs., r :

Pernberian
penghargaan bagi
PNS ymrg
berprestasi

, Prore-s, ,.'. : ' ' r''r: '

,,.p'9nang&!ra&, .]

.ft6ggs,[q;;sgg. . ,, 
.r

pela$ggafan
' ,disiplin'PNs ,, ",

Ujian Kenaikan
Pangkat
Penyesuaian
Ijazah

,,P_-epi4gkatan,, ' ,

,Pelay.anan: '-..:
'P-ensilra' 

t: :t :,' t 
'

Ujian Dinas
Kenaikan Pangkat
Tingkat I dan II
Soleksi.r .,",' '

PelrErimqaq Capra
IPDN'.'
Peayusunan
Pemberian
Kesejahteraan
Aparatur
Pen5rqsunan' , .,

.rsnoana harir:PNS
Penataan labatmt
Fungsional
Nfii{6$i PN5 ,' .'

Koordinasi dan
sinkronisasi
pereocimaan
program/kegiatari
ke,pegawaian

'Felqpasim,r,'',,'',,
'pens!g--puma, .'r,

:fuga*:PNS.BUP '
Seleksi terbuka
jSbatan pimpinan
tmggl

375.350.000 80% Rp347.641.200 92,620/o

300,950.000 807o'.',Rp300,868,:140''- 99,973k

75.169.70A 80% Rp66,132.10A B7,9Bo/o

293,481.55O,' ,,'',8096 .Hp216;:35A ff36i , 94,TTo/o

. .a .. .. . : .' , ' .,.,t , . 1..

115.300.000 80% Rp112.859.904 9'1,BBo/o

142,691_950',

j';' -:: ii I

100.000.000

109000:000.
:',:11 l::t

94.301.593

160.000,o00
'" lli ..'. 

"

195.000.000

95,0CI0.0o0

91.132.s10

80% 'Rp137:49lASA

80o/o Rp71.176.950

80% Rp100,799,6O1

80% Rp91.758.875

B0?'0;, Rp121.681.563

80o/o Rp161.607.950

80o/o Rp86.527.250

80% Rp64.771.300

92,159/a

7l,Lgo/a

92,#a/p

::
97 3Ao/o

76,450/o

82,89%

91,S9%

71.A7a/o

. , 62.308.&5$ ..y,.;' $O7o ,,. Rp56.633,,050 . 90,99o/s

1.015.535.000 80% Rp972.800.834 gS,7go/o
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Program
Pengua{an
Kelembagaan
KOAPRI

Publikasi H-ari ' 
,

flolps,Pegawai'
Rryublik, :

Ihdonesia .

Pembinaan mental
dan kerohanian
PNS
Peniugktetaa: . ,

Kesehatan'dm
Kebugaran ".' .

Jasrnani PNS
Rapat kerja
DPPIDPK se
Kalteng
Pelaksanaan MTQ
Pengayoman dan
bantuanhukum
bagi PNS
bennasalah
Pelaksanaan pesta
paduaa suara

406.374.4A0

213.950.000

i08.500.000

r.099,921.000

53.850.000

80Yo Rp385.774.400

8,0o/o Rp189.863.600

807o Rp103.594.901

80o/o Rp846.790.750

80% Rp53.614.652

trz1.400.000 807o ,8p110.900.000 , 91,35o/o

94,930/o

88,74o/o

g5,4galo

76,9P/o

99,5601o

' Gaji p-qkpk PNS/{Jaag ropresentasi
'' I

Tunjangan keluarga

Tunjangan jabatan

Tunjangan fungsional

Tunjangan fungsional urnun

Tunjangan beras

Tpnj angan PPlr/Tunj angan khusus

Pembulatan gaji

Iuran asuransi kesehatan

Iuran jaminan sosial tenaga kerja

8A% 8p893.616,057

80% 10.623.985.311

2.725,334,263;,AA

22r.056.462,A0

214.710,000,00

58.610.000,00

; ,92.820,.$00,00
t:

136.372.910,00

,27 
338:984:0

38.707,00

69:951.026,00

.-,:....
5.176.967,A0

awl

1.050.000,000

11.778.304.206

85,11%

9A,2Ao/o

Belanja tidak langsung merupakan yang terkait dengan produktivitas atau tujuan
organisasi, dengan rincian sebagai berikut :

3.177.016.000,so

303.087.400,00

254,1,00,0_0o,0o

146.650.000,00

170.940.000,00

181.437.000,00

254,,824 909,00

203.40A,AA

107..492;920,00,

8.927.000,00

85,79a/o

:.

72,930/a

,84,49s

39,g6yo

54,2gyo

75,16ye

LA,?zYs

19,020/a

65,08%

57,ggva
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3.159.100.000,00 2.221.350.a00,00 7a31ys

10.000.000,00

Sj
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0
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A.

BAB TV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas
dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi
pernerintah atas penggunaan anggarannya. Hal terpnting yang diperlukan dalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan
secara memadai hasil analisis terhadap pngukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah provinsi
Kalirnantan Tengah Tahun 20i8 merupakan Laporan Kinerja periocle Renstra BKD
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, sehingga di dalamlaporankinerja ini
menyajikan capaian kinerja sasaran strategis tahun 2018 dengan membandingkan
kinerjanya dengan tahun 2017.
Laporan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun
berdasarkan data realisasi kinerja yang telah dikelola secara sistematis dengan
menggunakan sistem Informasi Manajemen Monitoring dan Evaluasi Rencana
Kinerja Tahunan.

Capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
diukur dengan merata-ratakan seluruh sasaran strategis yang diwakili oleh masing-
masing indikator yang telah ditetapkan dalan Renstra. Pengukuran keberhasilan
sasaran strategis lebih dititikberatkan pada indikator outcome.

Adapun capaian sasaran strategis dan upaya-upaya perbaikan kinerja di rnasa
yang akan datang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 20li
Berdasarkan Renstra 2016-2A21, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah melaksanakan 5 sasaran strategis dengan 13 indikator
keberhasilan, capaian kinerja rata-rata 5 sasaran strategis tersebut adalah sebesar
l06,59yo termasuk dalam kategori memuaskan dengan rincian sebagai berikut :

Meningkatkan pelayanan prima di

bidang kepegawaian

Meningkatkan sistem informasi

kepegarvaian berbasis IT

98,97

tts.35
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Meningk*tk*n SDM

Meningkatkan pembinaan dan

pengembangan aparatur

Meningkatkan sarana dan pr asar ana

Rata-rata capaian Sasaran Strategis

7A

84,92

180

106,59

Dari 5 sasaran strategis tersebut, sasaran capaian kine{anya telah optimal dengan rata
di atas nilai 100% dengan kategori memuaskan.

B. Upaya dalam Rangka Peningkatan Kinerja
Capaian sasaran strategis di atas belum merupakan capaian optirnal dan

rnemerlukan perbaikan kine{a di masa yang akan datang dengan rneningkatkan
upaya-upaya kegiatan diantaranya dengan rnengambil langkah-langkah sebagai
berikut:

2

Peningkatan Profes i onal s ime Peri laku Kerj a Aparatur pemerintah
Perilaku aparat pemerintah merupakan gambaran tentang apa saja yang menjadi
tindakan aparatur. Seorang aparat pada pelaksanaan kerjanya, perilaku ker.la ini
dapat menggarnbarkan kinerja yang dimiliki oleh seorang aparatur pada bidang
atau pada bagian yang ditempatinya. Ferilaku ke4a aparatur dalam pelaksanaan
tugas-tugas dalam segala bidang terutama dalam penyelenggaraan pernerintahan
diukur dan dinilai berdasarkan hasil kerla yang dicapai, oleh karena itu semuanya
tergantung pada moral yang dimiliki oleh masing-masing aparatur baik atasan
maupun bawahan apakah mereka mampu menjaga kemampuan kerja mereka
dengan baik atau tidak.
Mewujudkan Fasilitas Ker.1a yang Memadai
Fasilitas kerja merupakan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas
untuk mancapai hasil yang efektif. Apabila t'asilitas kerja pegawai dalam
melaksanakan tugas telah terpenuhi maka pegawai dapat melaksanakan tugasnya
dengan baik. Begitupun sebaliknya, bila fasilitas kerja kurang rnemadai dapat
menghambat kelancaran pelaksanaan tugas.
Kemampuan Sumber Daya Aparatur juga dituntut untuk mampu menggunakan
fasilitas kerja sebagai penunjang keberhasilan tugas dan pekeq'aan dalarr bidalg
pemerintahan. Keahlian aparatur menggunakan fasilitas yang tersedia walaupun
belum memadai merupakan satu kemampuan dan satu keuntungan yang tersedia
bagi pegaw ail aparatur.
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan penunjang keberhasilan tugas
secara efesien yaitu kemampuan atau keahlian dan tersedianya fasilitas secara
memadai.

1.
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3. Peningkatan Disiplin Kerl'a
Displin kerja merupakan hal penting dalam pelaksanaan tugas agar dapat berjalan
dengan baik dan efektif. Disiplin kerja menjadi tolak ukur keberhasilan dalam
pelaksanaan tugas, maka disiplin kerja pegawai perlu ditegakkan dalam kine{a
pegawai seperti datang ke kantor tepat waktu, meninggalkan kantor setelah jam
keq'a selesai, penyelesaian tugas-tugas yang diberikan tepat waktu dan lain
sebagainya. Apabila dilaksanakan dengan baik dan benar serta konsekuen pastilah
pelaksanaan tugas/pelaksanaan dapat berjalan efektii tertib dan lancar.

Sebagai akhir kata, kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIp)
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2\fl ini dapat
digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi pihak-pihak yang
berkepentingan dalam menilai kinerja Badan Kepegawaian Daerah provinsi
Kalimantan Tengah serta memberi masukan bagi peningkatan dan penguatan peran
BKD untuk memenihi harapan banyak pihak, yaitu terwujudnya good governance.
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